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RINGKASAN 

 

Prosedur  Pendaftaran  Dan  Penetapan  Nilai  Obyek  Pajak  Baru  Atas  Pajak 

Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten 

Jember;  Mega  Aidiyatul  Fitri;  120903101054;  2017;  120  Halaman;  Program 

Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Admnistrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 Praktek  Kerja  Nyata  (PKN)  dilaksanakan  pada  tanggal  01  April  2017 

sampai dengan 30 April 2017. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang 

Pendaftaran  dan  Penetapan  Nilai  Objek  Pajak  Baru  dan  Prosedur  Pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa 

adanya Pajak Daerah, maka kebutuhan untuk pembangunan akan sulit di penuhi. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 yang awalnya tergolong Pajak Pusat atkan 

tetapi dialihkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pengalihan ini 

merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desetralisasi 

fiskal.dengan  pengalihan  ini  maka  tugas  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten 

Jember  akan  bertambah,  salah  satunya  adalah  pembuatan  Surat  Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk 

menerbitkannya. Dan masih banyak tugas lainnya untuk Badan Pendapatan 
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ditentukan. Berkas-berkas yang lengkap akan dialihkan ke UPT. Pendataan, pada 

UPT ini semua data akan di cross check apakah data fisik dengan lapangan sama. 

Kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan diterbitkan Lembar Hasil 

Pemeriksaan (LHP). LHP dilimpahkan kepada Operator Consult (OC), OC akan 

menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP). Lalu semua berkas tersebut dilimpahkan 

ke  UPT.  Penetapan  untk  ditetaokan  sebagai  objek  pajak,  hasil  keluaran  berupa 

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT).  SPPT  akan  dialihkan  ke  UPT. 

Pelayanan  dan  diserahkan  kepada  Wajib  Pajak.  Pembayaran  PBB-P2  terutang 

dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank tempat pembayaram atau tempat 

lain yang ditunjuk dan petugas pemungut yang telah ditunjuk oleh Badan 

Pendapatan Daerah. 

Kesimpulannya  dari  hasil  Praktek  Kerja  Nyata  (PKN)  adalah  Prosedur 

Pendaftaran  Dan  Penetapan  Nilai  Obyek  Pajak  Baru Atas  Pajak  Bumi  Dan 

Bangunan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  31  tahun  2012  tentang 

tata  cara  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di 

Kabupaten Jember. Dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan perhitungan dan pelaksanaan 

pemungutannya menggunakan official assessment system yang berarti pengenaan 

pajaknya ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau pejabat yang 

ditunjuk  akan  tetapi  jika  ditinjau  dari  tata  cara  pengajuan  onjek  pajak  baru 

tersebut, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan 

self  assessment  system,  dikarenakan  subjek  pajak  atau  Wajib  Pajak  melakukan 

pengajuan  pendaftaran  sendiri  atas  objek  pajaknya  kepada  Badan  Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


PRAKATA 

Puji ke hadirat Allah SWT atas segala  rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul 

“Prosedur Pendaftaran Dan Penetapan Nilai Obyek Pajak Baru Atas Pajak 

Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten 
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mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. semoga segala kebaikan bantuan, 
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penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur 

Pendaftaran Dan Penetapan Nilai Obyek Pajak Baru Atas Pajak Bumi Dan 

Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Kabupaten  Jember”  dapat 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandasan Pancasila 

dan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  rakyatnya 

dan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil dan makmur. Pembangunan 

Nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan kegiatan pemerintah 

untuk mencapai tujuan tersebut.Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut 

pemerintah harus dengan cermat menata seluruh tanah air dan perlu banyak 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk 

mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu 

menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan 

untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi bersama yaitu kepentingan bangsa 

Indonesia. Pajak adalah  bagian dari ilmu keuangan Negara, khususnya menyangkut 

pendapatan atau penerimaan daerah dalam bentuk pungutan. 

Berkembangnya kehidupan manusia yang mempunyai tujuan sama sama 

untuk  membentuk  lembaga  pemerintahan.  Dimulai  dengan  terbentuknya  kerajaan 

sampai dengan pemerintah modern yang bercirikan demokrasi. Setiap bentuk 

pemerintah membutuhkan biaya untuk memajukan dan mengembangkan 

pembangunannya. Karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber 

penghasilan yang tetap, maka untuk menunjang berlangsungnya suatu pemerintahan 

diperlukan  pungutan  yang  bersifat  wajib.  Oleh  karena  itu  pengenaan  pajak  sumber 

dana yang ideal bagi pemerintah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 
 

kemakmuran rakyat. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan  penerimaan  baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  dari 

masyarakat  guna  membiayai  pengeluaran  rutin  serta  pembangunan nasional  dan 

ekonomi  masyarakat.  Sistem  perpajakan  selalu  mengalami  perubahan  dari  masa  ke 

masa sesuai perkembangan masyarakat dan negaranya, baik dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak hanya 

untuk  meningkatkan  penerimaan  dalam  rangka  menjalankan  tugas  pemerintahan, 

tetapi  pajak  juga  sebagai  kewajiban  dalam  kebijakan  fiskal  untuk  mengarahkan 

ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, memperlancar 

stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara.Pajak juga 

memberikan    masukan  yang  sangat  besar  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 

Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang berarti perannya 

sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Setiap warga negara Indonesia 

mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati fasilitas atau pelayanan 

dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. 

Sektor pajak memiliki peran yang semakin besar dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBN) karena akan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak pusat 

merupakan pungutan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga  Negara.  Sedangkan  pajak  daerah  merupakan  pungutan  pemerintah  daerah 

yang menurut peraturan yang ditetapkan guna membiayai pengeluaran daerah. Salah 

satu  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kualitas  dalam  bidang  pendanaan 

pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan 
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Pajak  daerah  khususnya  yang  ditangani  Badan  Kabupaten  Jember  menurut 

Peraturan  Derah  Kabupaten  Jember  Nomor  3  Tahun  2011  pasal  2  jenis-jenis  pajak 

daerah terdiri dari : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Hal yang paling fundamental dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 

3  tahun  2011  dengan  nama  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan. 

Dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau 

bangunan. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih 

tetap menjadi pajak pusat. 

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari PBB-P2 antara lain adalah : 

Pertama, berdasarkan teori PBB-P2 lebih bersifat local (local origin), 

visibilitas,  obyek  pajak  tidak  berpindah-pindah  (immobile),  dan  terdapat  hubungan 

erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. kedua, 
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prakter di banyak Negara, PBB-P2 (property tax) termasuk dalam local tax. Bentuk 

kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  tersebut  dituangkan  dalam  Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Berdasarkan  pasal  180  angka  5  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan 

Retribusi  Daerah  masa  transisi  pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan 

Perkotaan  menjadi  pajak  daerah  sejak  tanggal  1  Januari  2010  sampai  dengan  31 

Desember  2013.  Selama  masa  transisi  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota 

sudah diperbolehkan menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. Pengalihan ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah, adapun manfaat 

tersebut  adalah  diharapkan  mampu  meningkatkan  jumlah  pendapatan  asli  daerah. 

Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten atau Kota 

hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan BPHTB hanya 64%. Setelah 

pengalihan  ini,  semua  pendapatan  dari  sektor  PBB-P2  dan  BPHTB  akan  masuk  ke 

dalam kas pemerintah daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan 

pengelolahan  PBB-P2  dan  BPHTB  pada  akhir  tahun  2013,  daerah  tersebut  akan 

berpitensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu 

pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap dua jenis pajak 

tersebut,  sesuai  dengan  amanat  pada  pasal  180  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.oleh karena itu, menjelang 

pelaksanaan  penuh  pengalihan  pengelolahan  PBB-P2  dan  BPHTB,  daerah  dituntut 

untuk memprsiapkan diri. 

Namun pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan beban bagi pemerintah 

daerah karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani PBB-

P2  apalagi  pembuatan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang    (SPPT)  nantinya  juga 

menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan 
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masyarakat yang sangat rendah. Kemudian, hasil penarikan PBB, hal ini yang 

menyebabkan munculnya tunggakan dimana hal ini harus segera diselesaikan. Sebab 

apabila tunggakan ini terselesaikan, hasil pembayaran tunggakan ini erupakan 

penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan otonomi 

daerah. Sebenarnya tunggakan tidak terjadi selain jika penarikan tidak digunakan oleh 

petugas pemungut jika masyarakat mau membayar tepat waktujika telah jatuh tempo, 

sebab terkadang mereka menunda pembayaran hingga terjadi tunggakan. Jika terjadi 

tunggakan  maka  mereka  tidak  membayar  tunggakan  tersebut,  melainkan  membayar 

pokoknya saja. Dimana seharusnya mereka segera membayar tunggakan tersebut. 

Pajak Bumi dan Bangunan akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten 

atau Kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. 

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB perdesaan dan Perkotaan pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Official 

Assessment System dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah  Kabupaten  Jember  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh 

wajib pajak. 

Setiap  jenis  pajak  yang  dikelola  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten 

Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Jember 

menetapkan target penerimaab masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

Pemerintah  Kabupaten  Jember  dituntut  untuk  siap  melaksanakan  pelayanan, 

pendataan,  penilaian,  pengadministrasian,  pemeliharaan  basis  data,  penetapan  pajak 
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sejumlah  hambatan  atau  kendala.  Kendala  tersebut  dapat  bersumber  dari  kesiapan 

instansi atau pemerintah daerah yang terkait menerima kelimpahan tersebut maupun 

factor lain yang bersumber dari luar. Salah satu faktor yang menjadi hambatan atau 

kendala bagi Pemerintah Kabupaten Jember adalah penyusunan Peraturan Daerah dan 

Peraturan  Bupati  tentang  pengalihan  PBB-P2  kepada  Pemerintah  Kabupaten/kota, 

sehingga PBB-P2 baru dialihakan ke pemerintah Kabupaten Jember. Dimana proses 

proses pemungutan telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember. 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Data Tunggakan PBB-P2 Tahun 2011-2015 

PBB P2 

tahun 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

PERSE

NTASE 

 

KETERANGAN 

2012 26.021.949.476 16.944.659.680 65,12%  

2013 29.069.785.705 24.344.510.337 83,75%  

2014 50.000.000.000 36.523.880.818 71,05%  

2015 50.000.000.000 33.010.049.135 66,02%  

2016 49.900.000.000 33.574.396.739 67.64% Realisasi s/d 

tanggal 31 

desember 2016 
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ditentukan.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  penulis  ingin  membahas  bagaimana 

proses proses pendaftaran dan penetapan nilai obyek pajak baru PBB-P2 pada Badan 

Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Jember,  maka  dalam  Laporan  Kerja  Nyata  penulis 

mengambil judul “Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai Obyek Pajak Baru Atas 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  Alasan  Pemilihan  Judul  diatas,  peran  Pajak  Daerah  khususnya 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan  hal  tersebut  maka  rumusan  masalah  yang  ingin  dikemukakan 

adalah bagaimana Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai obyek Pajak Baru atas 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 Kabupaten Jember? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Menjelaskan secara langsung mengenai Prosedur Pendaftaran dan Penetapan 

Nilai Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2) Kabupaten Jember 

1.3.2 Manfaat  Praktek Kerja Nyata 

a. Memenuhi  syarat  guna  memperoleh  Gelar  Ahli  Madya  Program  Studi 

DIII  Perpajakan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  serta  menambah 
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c. Universitas  dapat  menjalin  kerjasama  dengan  kantor  Badan  Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember dan mempromosikan sumber daya yang 

berkompeten khususnya di bidang perpajakan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Prosedur 

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 

orang  dalam  suatu  departemen  atau  lebih  yang  dibuat  untuk  menjamin  penanganan 

secara  seragam  transaksi  perusahaan  yang  terjadi  berulang-ulang.  Di  dalam  suatu 

sistem, biasamya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling 

terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jjika terjadi perubahan pada salah satu 

prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain” Mulyadi, (2001:5). 

Menurut Neusehel (1971) yang dikutip oleh Yogianto (1996:4) “Suatu prosedur 

adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan 

beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk 

menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”. 

2.2 Unsur dan Definisi Pajak 

2.2.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

peubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 pasal 1 ayat (1) tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat memaksa 

berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung 

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
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Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. 

Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 

b. Berdasarkan  undang-undang,  pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan 

undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. 

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual 

oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lu 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mustaqiem (2008:1) terlihat dari berbagai definisi terdapat dua fungsi 

pajak, yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (budgetair)  

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya 

diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya dia dalam sektor swasta. 

 

2.2.3 Hukum Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yaitu sebagai berikut:  
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hapusnya  hutang,  dan  hukuman  hukum  antara  pemerintah  dan  wajib  pajak. 

Contohnya: Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

b. Hukum  pajak  formil,  membuat  bentuk  atau  tata  cara  mewujudkan  hukum 

materill menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materill). Hukum 

ini memuat antara lain: 

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan utang pajak. 

2) Hak-hak fiskus untuk pengadaan pengawasan terhadap wajib pajak 

mengenai  keadaan,  perbuatan,  dan  peristiwa yang  menimbulkan  utang 

pajak. 

3) Kewajiban-kewajiban misalnya menyelenggarakan pembukuan dan 

pencatatan dan Hak-Hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan 

banding. 

2.2.4 Tata Cara Pajak 

a. Sistem Pemungutan Pajak. 

Menurut Prakoso (2005:7) sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam 

literatur perpajakan, yaitu: 

1) Official Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini 

meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul 
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2) Self Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan 

kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. 

Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim 

pajaknya  sudah  baik,  tax  minded  tinggi,  dan  tingkat  integritas  masyarakat 

tinggi. 

3) Withholding System 

 Sistem  pemungutan  pajak yang  memberikan  kewenangan  dan  kepercayaan 

kepada  pihak  ketiga  untuk  menghitung,  memotong,  atau  memungut  besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

b. Asas Pemungutan 

Menurut Meliala (2007:10) dalam hal ini kita mengenal beberapa asas 

pemungutan pajak. Adapun beberapa hal tersebut antara lain: 

Asas yang digunakan 

Untuk  dasar  pemungutan  yang  dipergunakan  kita  mengenal  tiga  asas  pemungutan 

pajak, yaitu: 

1) Asas domisili 
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Pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, 

apakah dari dalam atau luar negeri. 

2) Asas Kebangsaan 

Pajak  yang  berdasarkan  asas  kebangsaan  adalah  pajak  yang  dikenakan  suatu 

Negara  pada  orang-orang  yang  mempunyai  kebangsaan  dari  Negara  tersebut, 

dengan tidak memperdulikan dimana Wajib Pajak itu bertempat tinggal  (yang 

dilihat adalah kebangsaan wajib pajak. 

3) Asas Sumber 

Menurut asas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek 

pajak  tersebut  bersumber  dari  mana,  jadi  apabila  di  suatu  Negara  terdapat 

sumber-sumber  pendapatan,  maka  Negara  tersebutlah  yang  berhak  memungut 

pajaknya dengan tidak menhiraukan tempat dimana Wajib Pajak itu tinggal. 

c. Cara Menentukan Besarnya Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu: 

1) Stetsel Pajak 

Stelsel  Nyata  (Riil),  adalah  stelsel  yang  meyatakam  bahwa  pengenaan  pajak 

didasarkan pada objek  yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh) maka objeknya 

adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya terjadi pada akhir tahun pajak, yatu 

setelah  semua  penghasilan  yang  sesungguhnya  dalam  satu  tahun  pajak,  yaitu 

setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak 

diketahui.  Kelebihan  stelsel  nyata  adalah  penghitungan  pajak  didasarkan  pada 
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a) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada 

akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah 

kas yang memadai; dan 

b) Semua  wajib  pajak  akan  membayar  pajak  pada  akhir  tahun  sehingga 

jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh. 

2) Stelsel Anggapan (fiktif)  

adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini berarti besarnya 

pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui 

pada awal tahin yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat 

dibayar selaa tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, 

sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada 

keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. 

3) Stelsel campuran  

adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya 

pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun 

besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang nyata. 

d. Sistem Tarif 

Menurut  Agus  (2015:13)  pemungutan  pajak  tidak  terlepas  dari  keadilan  dapat 

menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan 

masyarakat. Dalam penetapan tariff harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif 

pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam pajak penghasilan persentase 
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tambahan penghasilan kena pajak melebihi Rp 0,- sampai dengan Rp50.000.000 

sebesar  5%  yang  diikuti  pula  untuk  setiap  tambahan  penghasilan  kena  pajak 

diatas  Rp50.000.000  sampai  dengan  Rp250.000.000  dengan  tariff  marginal 

sebesar 15%, dan seterusnya. 

2) Tarif Efektif 

Persentase  tarif  pajak  yang  efektif  berlaku  atau  harus  diterapkan  atas  dasar 

pengenaan pajak tertentu. 

Berdasarkan persentase tariff pajak, terdapat dua kelompok, yaitu: 

a) Tarif proposional 

 Tarif  berupa  persentase  tetap  terhadap  jumlah  berapapun  yang  menjadi 

dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena hanya 

menggunakan satu tarif dengan persentase tetap. Contohnya: tarif 

PPN10%. 

b) Tarif progresif 

 Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila yang menjadi 

dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya, pajak penghasilan. 

Berdasarkan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi: 

(1) Tarif Progresif 

 Dalam hal ini, persentase pajaknya semakin besar. 

(2) Tarif Progresif Tetap 

 Kenaikan persentase pajaknya tetap. 

(3) Tarif Progresif Degresif 

 Kenaikan persentase pajaknya kecil. 

(4) Tarif degresif 
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(5) Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama jumlahnya) terhadap berapapun 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Contoh: bea materai. 

(6) Tarif Adfolerem 

Tarif  dengan  persentase  tertentu  atas  harga  barang  atau  nilai  suatu 

barang 

(7) Tarif spesifik 

Tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan jenis barang 

tertentu. 

2.2.5 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek 

Waluyo (2008:3) mengemukakan bahwa masalah perpajakan tidak hanya 

menyerahkan penghasilan seseorang kepada negara, tetapi tergantung kepada 

pendekatannya. Dalam hal ini pajak didekati atau ditinjau dari 4 aspek yaitu : 

a. Aspek Ekonomi 

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang 

digunakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  sebagai  penggerak  kehidupan 

ekonomi masyarakat. 

b. Aspek Hukum 

Hukum  Pajak  di  Indonesia  mempunyai  tingkatan-tingkatan  yang  jelas  dengan 

urutan, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah,  Keputusan  Presiden  dan  sebagainya.Peraturan  yang  tingkatannya 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih 

tinggi.Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum 
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c. Aspek Keuangan 

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.Dilihat 

dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi berasal dari 

penerimaan  negara  berupa  minyak  dan  gas  bumi,  tetapi  sebagian  berasal  dari 

pajak. 

d. Aspek Sosiologi 

Pada  aspek  sosiologi,  pajak  ditinjau  dari  segi  masyarakat  yaitu  menyangkut 

akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang 

dapat disampaikan kepada masyarakat.Pajak sebagai sumber penerimaan negara 

untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan  juga  membiayai  pembangunan  untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

2.2.6 Pengelompokan Pajak 

Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:5) ada tiga pengelompokkan 

pajak, yakni: 

a. Menurut golongan 

1) Pajak  langsung  adalah  pajak  yang  harus  dipikul  sediri  oleh  Wajib  Pajak  dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut sifat 

1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,  
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c. Menurut lembaga pemungutan 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pmerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. 

 Pajak daerah terdiri atas: 

a) Pajak Provinsi 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/Kota 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 

 

2.2.7 Perbedaan Pajak dan Jenis Lainya 

Waluyo  (2008:6)  mengemukakan  bahwa  jenis  pungtan  yang  dilakukan  oleh 

pemerintah selain pajak beserta perbedaanya dengan pajak, adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi 

Jenis  pungutan  retribusi  mempunyai  pengertian  lain  dibandingkan  dengan 

pajak. Retribusi pada umunya mempunyai hubungan langsung dengan 

kembalinya  prestasi,  karena  pembayaran  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan 

suatu timbal balik dari pemerintah. Misalnya pembayaran uang kuliah, karcis 

masuk teminal dan kartu langganan. Unuk tata cara pemungutannya, retribusi 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

b. Sumbangan  

Pengertian sumbangan ini tidak dicampuradukkan dengan retribusi yang dapat 

menikmati kontraprestasi dari pemerintah. 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Dasar Hukum 

Menurut  Mardiasmo  (2011:12)  dasar  hukum  pemungutan  Pajak  Daerah  dan 

Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Dan peraturan daerah dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Penetapan Tarif Pajak Provinsi: 

1) Pajak kenadaraan bermotor Pribadi 

a) Tariff  unruk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  pertama  paling  rendah 

sebesar 1% dan paling tinggi 2% 

b) Tariff  untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  kedua  dan  seterusnya 

tarif  dapat  ditetapkan  secara  progresif  paling  rendah  sebesar  2%  dan 

paling tinggi 10% 

c) Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

pemerintah  atau  TNI  atau  POLRI,  pemerintah  daerah,  dan  kendaraan 

lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 

0,5% dan paling tinggi 1% 

d) Tarif  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  ditetapan 
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4) Pajak  Air  Permukaan,  penetapan  tariff  pajak  air  permukaan  paling  tinggi 

sebesar 10% 

5) Pajak Rokok, penetapan tarif pajak rokok sebesar 

b. Penetapan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota 

1) Pajak Hotel, penetapan tarif hotel paling tinggi sebesar 10% 

2) Pajak Restoran, penetapan tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% 

3) Pajak Hiburan, tarif pajak hiburan paling tinggi 35% 

4) Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

5) Pajak Penerangan Jalan, tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif pajak mineral bukan logam 

dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

7) Pajak Parkir, tarif pajak parkir paling tinggi 30% 

8) Pajak Air Tanah, tarif pajak air tanah paling tinggi sebesar 20% 

9) Pajak Sarang Burung Walet, tarif pajak sarang burung walet paling tinggi 

sebesar 10% 

10)  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penetapan tarif pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 0,3% 

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah 

Beberapa  pengertian  atau  istilah  yang  terkait  dengan  Pajak  Daerah  menurut 

Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain: 

a. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
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berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

c. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama 

dandalam  bentuk  apapun,firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, 

perkumpulam, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

d. Subjek  pajak  daerah  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  dapat  dikenakan 

pajak. 

e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

f. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan  yang  meliputi  harta,  kewajiban, 

modal,  penghasilan  dan  biaya,  serta  jumlah  harga  perolehan  dan  penyerahan 

barang  atau  jasa,  yang  ditutup  dengan  menyusun  laporan  keuangan  berupa 

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 
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a. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan;dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Wallet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanh Dan Bangunan 

 

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

2.4.1 Pengertian PBB-P2 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan 

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 
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Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

pasal 1 butir 34 tentang pajak daerah dan retribusi daerah: Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

 

2.4.2 Subjek, Wajib, Objek dan Bukan Objek PBB-P2 

Dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  31  tahun  2012  tentang  tata  cara  pemungutan 

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Jember,  subjek, 

wajib, dan objek PBB-P2 yaitu:  

a. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 

sutu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.  

b. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki. Menguasai, dan/atau  memperoleh manfaat atas Bangunan. 

c. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan;atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

d. Bukan Objek PBB-2 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 31 

Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan di Kabupaten Jember, yang tidak termasuk Objek PBB-P2 
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2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah,  sosial,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan  Nasional,  yang  tidak 

dimaksudkan  memperoleh  keuntungan,  seperti  masjid,  gereja,  rumah  sakit 

pemerintah, sekolah, panti asuhan, candid an lain-lain; 

3) Digunakan untuk kuburan, peninggalah purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu; 

4) Merupakan  hutan  lindung,  hutan  saka  alam,  huta  wisata,  taman  nasional, 

tanah  penggembalaan  yang  dikuasai  desa,  dan  tanah  Negara  yang  belum 

dibebani suatu hak; 

5) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas 

perlkuan timbal balik; dan 

6) Digunakan oleh bendahara atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

2.4.3 Dasar Hukum PBB-P2 

Pajak  Bumi  dan  Banguan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Indonesia  mempunyai 

paying  hukum  yang  jelas  dan  kuat  dalam  pelaksanaannya,  sehingga  sudah  menjadi 

kewajiban  masyarakat  dan  pihak  yang  terkait  untuk  mematuhi  hal  tersebut,  dasar 

hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Jember adalah 

sebagai berikut:  

a. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak 

daerah dan Retribusi Daerah 
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c. Peraturan  Bupati  (Perbup)  Jember  Nomor  31  Tahun  2012  Tentanf  Tata  Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Jember. 

2.4.4 NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD 

Dalam  peraturan  Bupati  Jember  Nomor  31  Tahun  2012  tntang  Tata  Cara 

Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Persdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten 

Jember, NJOP, NOP, NJOPTKP, dan NPWPD adalah:  

a. Nilai  jual  Objek  Pajak  (NJOP)  adalah  harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 

yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

b. Nilai Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas objek pajak bumi dan 

bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan atau pendataan objek pajak 

bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi prpajakan serta sebagai 

saran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas 

bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. 

d. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD)  adalah  nomor  yang  diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan  sebagai  tanpa  pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam 

melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya. 
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Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Berdasarkan NJOP ditetapkan per wilayah kecamatan 

setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang perkembangan 

pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan 

NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 

yaitu besarnya pokok pajak bumi dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan  tarif  dengan  dasar  pengenaan  pajak  setelah  dikurangi  Nial  Jual  Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak. 

Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk  NJOP  samapai  dengan  Rp  1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah)  sebesar 

0,110% (nol koma seratus seouluh persen) per tahun 

b. Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205% (nol 

koma dua ratus lima persen) per tahun 

c. Batas  minimal  pengenaan  PBB-P2  ditetapkan  sebesar  Rp  10.000,00  (sepuluh 

ribu rupiah) per tahun. 

2.4.6 Tahun Pajak, Saat dan Tempat Terutang 

Siahaan  (2013:564)  mengemukakan  tahun  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah 

jangka waktu satu tahun kalender. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan untuk 

jangka waktu satu tahun pajak. Dengan demikian, pajak terutang yang dikenakan atas 

objek  pajak  untuk  tahun  pajak  2014  berarti  PBB  terutang  untuk  jangka  waktu  1 

sampai dengan 31 Desember. 

Siahaan (2013:564) saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
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thun  pajak  2014,  yang  menjadi  saat  menentukan  pajak  terutang  adalah  tanggal  1 

Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dipungut diwilayah 

kabupaten/kota  yang  hanya  terbatas  atas  bumi  dan  bangunan  yang  berlokasi  dalam 

lingkup wilayah administrasinya. 

2.4.7 Tata Cara Pemungutan PBB-P2  

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 Tata Cara Pemungutan 

PBB-P2 adalah: 

a. Pendaftaran objek pajak atau pemuktakhiran data objek pajak PBB-P2 

dilakukan oleh subjek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan 

dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap. 

b. LSPOP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  bagian  yang  tidak 

terpisahkan dari SPOP. 

c. Formulir  SPOP  dan  LSPOP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disediakan 

dan  dapat  diperoleh  dengan  cuma-Cuma  di  Dinas  atau  di  tempat-tempat  lain 

yang ditunjuk. 

d. SPOP  dan  LSPOP  harus  ditangdatangani  oleh  subjek  pajak  atau  wajib  pajak 

dan  dikembalikan  kepada  Bupati  melalui  Dinas  dan/atau  UPT.  Pendapatan, 

paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  setelah  tangga  diterimanya  SPOP  / 

LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak. 

e. Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

dilampiri bukti-bukti pendukung seperti: 

1) Sketsa dan denah obek pajak; 

2) Foto copy KTP; 

3) Foto copy sertifikat tanah; 
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f. Badan  Pendapatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  membuat  laporan 

pengembalian SPOP dan LSPOP PBB-P2. 

g. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

2.4.8 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 Tata Cara pembayaran 

PBB-P2 adalah: 

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau 

SKPD. 

b. Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui: 

1) Pengambilan  sendiri  di  Badan  Pendapatan  atau  Kelurahan  tempat  objek 

terdaftar atau ditepat lain yang ditunjuk; 

2) Pengiriman  melalui  Pos  atau  disampaikan  oleh  aparat  Badan  Pendapatan 

atau Kelurahan; 

3) Wajib pajak yang beum menerima SPPT dapat membayar denfan 

menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya. 

c. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus  dilunasi  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal  diterimanya  SPPT 

oleh Waib Pajak. 

d. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau 

kurang bayar, dikenakan dendan administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan 

dari  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  dibayar,  yang  dihitung  dari  saat  jatuh 

tempo  sampai  dengan  hari  pembayaran  untuk  jangka  waktu  paling  lama  24 
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2) Petugas pemungut. 

3) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sabagimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

2.4.9 Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut 

Menurut  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Jember  Nomor  4  Tahun  2014  tata  cara 

Pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut adalah: 

a. Wajib  pajak  membayar  PBB-P2  terutang  dengan  menunjukkan  SPPT/SKPD 

kepada Petugas Pemungut; 

b. Wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2 

untuk Petugas Pemungut; 

c. Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan 

keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa atau Kelurahan untuk disetorkan ke Bank 

yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima); 

d. Setelah DPH diregristasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian 

dikembalikan untuk disampaikan kepada: 

1) Desa atau Kelurahan (lembar ke-1); 

2) Dinas (lembar ke-2); 

3) Kecamatan (lembar ke-3); 

4) Petugas Pemungut (lembar ke-4); 

5) Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5). 

e. Petugas pemungut menerima SSPD / STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1) 

dari Bank Tempat Pembayaran; 

f. Petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menyampaikan 
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2.5 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2 

Menurut Darwin (2013:116) Pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam 

Pasal 18 Undang-undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan 

pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.03/2005  tanggal  23  Mei  2005  tentang  Pembagian  Hasil  Penerimaan  PBB 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan 

PBB-P2  merupakan  penerimaan  Negara  dan  disetor  sepenuhnya  ke  rekening  Kas 

Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan 

imbangan sbagai berikut: 

a. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah 

Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia. Pembagian kepada seluruh 

Kabupaten dan Kota ini didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun 

anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut: 

1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan kota. 

2) 35%  dibagikan  sebagai  insentif  kepada  daerah  Kabupaten  dan  kota  yang 

realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sektor Pedesaan dan 

Perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. 

 

b. 90% pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai 

berikut: 

1) 16,2%  unuk  Daerah  Provinsi  yang  disalurkan  ke  Rekening  Kas  Umum 
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3) 9% untuk Biaya Pemungutan  yang kemudian dibagi lagi  antara  Direktorat 

Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah. 

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian pemerintah daerah 

sebesar 90% dibagi dengan imbangan sebagai berikut: 

a. 16,2% untuk Darah Provinsi dibagi dengan imbangan sebagai berikut: 

1) 30%  untuk  biaya  pendidikan  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan 

disalurkan melalui Rekening Khusus Daana Pendidikan. 

2) 70%  untuk  Daerah  Provinsi  dan  disalurkan  melalui  Rekening  Kas  Daerah 

Provinsi. 

b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten atau Kota yang bersagkutan, yang dibagi dengan 

imbangan sebagai berikut: 

1) 30%  unyuk  biaya  pendidikan  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan 

disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan. 

2) 70% untuk Daera Kabupaten atau kota dan disalurkan melalui Rekening Kas 

Daerah Kabupaten atau Kota. 

3) 9%  untuk  Biaya  Pemungutan  yang  dibagikan  kepada  Direktorat  Jenderal 

Pajak dan Pemerintah Daerah. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1  Lokasi dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata  

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten  Jember  yang  beralamatkan  di  Jalan  Jawa  Nomor  72  Kabupaten  Jember 

pada Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang I) 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai surat tugas yang 

diterbitkan, Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai 

tanggal 01 April 2017 sanpai dengan 30 April 2017 

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu: 

Table 3.1: Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

Hari kerja Jam kerja Jam istirahat 

Senin/Kamis 07.00-15.30 WIB 12.00-13.00 WIB 

Jum’at 07.00-14.30 WIB 11.00-13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2017 
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3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai Objek  Pajak Baru 

atas  PBB-P2  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Jember”.  Sehingga  pada 

pelaksanaan  Praktek  Kerja  Nyata  penulis  ditempatkan  pada  beberapa  seksi  yang 

masih berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: 

a. Seksi Pendataan  

Pada  seksi  ini  penulis  mempunyai  tugas  membantu  melaksanakan  pendataan 

wajib  pajak  daerah  atau  retribusi  daerah  dan  obyek  pajak  daerah  serta  tugas 

lain  yang  diberikan  kepala  bidang  pendataan  dan  penyuluhan,  dimana  hal 

tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis. 

b. Seksi Pelayanan 

Pada seksi ini penulis diberi tugas membantu melaksanakan pelayanan, 

melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode 

penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah, mengkordinasi kegiatan 

penyuluhan di wilayah Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai 

bahan  pertanggung  jawaban  serta  tugas  lain  yang  diberikan  kepala  bidang 

pendataan  dan  pelayanan  dimana  hal  tersebut  berkaitan  dengan  kebutuhan 

Tugas Akhir penulis. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa  kegiatan  yang  ada  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Jember  yang 
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Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Penanggung jawab 

Hasil 

pelaksanaan 

Senin, 03 

April 2017 

1.  Diterima di Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

oleh Subbag Umum. 

2. Perkenalan dengan 

Pegawai Instansi 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember . 

3. Penempatan di 

Bidang 

Pendataandan 

Penyuluhan PBB-P2. 

 

1. Siti selaku staf 

Tata Usaha Sub 

bagian Umum. 

 

2. Siti selaku staf 

Tata Usaha Sub 

bagian Umum. 

 

 

3.  Agus sebagai 

kepala bidang 

Pendataan dan 

Pelayanan. 

1. Melaksanakan 

kegiatan 

Praktek Kerja 

Nyata. 

2. Mengenal 

staff Bapenda, 

tugas beserta 

jabatannya. 

 

3. Mengetahui 

tugas-tugas, 

fungsi dan 

pimpinan di 

bidang 

pendataan dan 

penyuluhan 

PBB-P2. 

Selasa, 04 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

1. Adi sebagai staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

1. Mengetahui 

cara 

mengentri 

data 
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Rabu, 05 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data wajib 

pajak yang terdaftar 

pada Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). 

1. Sule selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

1. Bisa 

mengetahui 

kegiatan 

operasional 

pada Bapenda. 

Kamis, 06 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

P2). 

1. Adi selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

1. Lebih 

mengetahui 

cara 

mengentri 

data 

pendaftaran 

obyek pajak 

baru PBB-P2. 

Jum’at, 07 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

P2). 

1. Adi selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

playanan. 

1. Lebih 

mengetahui 

cara 

mengentri 

data 

pendaftaran 

obyek pajak 

baru PBB-

P2. 

Senin, 10 

April 2017 

1. Membantu 

mengumpulkan 

1. Adi selaku staf 

di bidang 

1. Mengetahui 

contoh STS 
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Selasa, 11 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

P2). 

 

2. Wawancara tentang 

sistem pemungutan 

pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

P2). 

1. Adi selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

 

 

 

 

2. Sule selaku staf 

bidang 

pendataan dan 

penyuluhan 

1. Lebih 

mengetahui 

cara 

mengentri 

data 

pendaftaran 

obyek baru 

PBB-P2. 

2. Mengetahui 

sistem 

pemungutan 

PBB-P2 

Rabu, 12 

April 2017 

1. Meminta rekap 

prndapatan daerah 

tahun 2012 samapai 

2016 terutama pada 

sektor PBB-P2. 

2. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

1. Mussodaq 

selaku kepala 

sub bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

2. Adi selaku staf di 

bidang pendataan 

dan pelayanan. 

 

 

 

1. Memperoleh 

bahan untu 

penulisan 

Tugas akhir. 

 

2. Lebih 

mengetahui 

cara 

mengentri 

data 

pendaftaran 
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Kamis, 13 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

P2). 

1. Adi selaku staf di 

bidang pendataan 

dan pelayanan. 

 

 

1. Lebih 

mengetahui 

cara 

mengentri 

data 

pendaftaran 

obyek baru 

PBB-P2. 

Senin, 17 

April 2017 

1. Mengentri data wajib 

pajak yang terdaftar 

pada Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). 

 

 

 

 

 

 

2. Mengumpulkan 

lembaran STS (Surat 

Tanda Setoran) 

PBB-P2. 

1. Sule selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

2. Adi selaku staf di 

bidang pendataan 

dan pelayanan. 

1. Bisa 

mengetahui 

cara 

mengentri 

data wajib 

pajak yang 

terdaftar pada 

Surat 

Ketetapan 

Pajak (SKP). 

2. Mengetahui 

contoh STS 

(Surat Tanda 

Setoran) 

PBB-P2. 

Selasa, 18 

April 2017 

1. Konsultasi judul 

untuk penulisan 

1. Sule dan Elly 

Andriani  selaku 

1. Mengetahui 

lebih jelas 
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Rabu, 19 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

P2). 

 

2. Menulis KOP surat 

pemberitahuan pajak 

Daerah. 

1. Adi selaku staf di 

bidang pendataan 

dan pelayanan. 

 

 

 

 

 

2. Bambang selaku 

staf di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

1. Lebih 

mengetahui 

cara 

mengentri 

data 

pendaftaran 

obyek baru 

PBB-P2 

2. Mengerti tata 

cara menulis 

KOP surat 

pemberitahua

n pajak 

daerah. 

Kamis, 20 

April 2017 

1. Menulis KOP surat 

pemberitahuan pajak 

Daerah. 

 

 

 

 

2. Mengumpulkan 

lembaran STS (Surat 

Tanda Setoran) 

PBB-P2. 

1. Bambang selaku 

staf di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

 

 

 

2. Adi selaku staf di 

bidang pendataan 

dan pelayanan. 

 

1. Mengetahui 

tata cara 

menulis KOP 

surat 

pemberitahua

n pajak 

daerah. 

2. Mengetahui 

contoh STS 

(Surat Tanda 

Setoran) 
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Jum’at, 21 

April 2017 

1.  Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-

P2). 

 

1. Adi selaku staf di 

bidang pendataan 

dan pelayanan. 

 

1. Lebih 

mengetahui 

cara mengentri 

data 

pendaftaran 

obyek baru 

PBB-P2. 

Selasa, 25 

April 2017 

1. Wawancara tentang 

sistem pemungutan 

PBB-P2. 

 

 

2. Mencatat rekapan 

pajak daerah 

kabupaten Jember 

yang terutang. 

1. Sule selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

 

2. Mussadaq 

selaku kepala 

sub bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

1. Mengetahui 

sistem 

pemungutan 

PBB-P2. 

 

2. Mengetahui 

rekapan pajak 

daerah 

kabupaten 

Jember yang 

terutang. 

Rabu, 26 

April 2017 

1. Membantu 

mengentri data 

pendaftaran obyek 

baru pajak bumi dan 

1. Adi selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

1. Lebih 

mengetahui  

cara 

mengentri 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


40 
 

2. Konsultasi judul 

untuk penulisan 

laporan Praktek 

Kerja Nyata tentang 

PBB-P2. 

2. Sule dan Elly 

Andriani  selaku 

staf di bidang 

pendataan dan 

pelayanan. 

2. Mengetahui 

lebih jelas 

tentang judul 

untuk laporan 

Praktek Kerja 

Nyata PBB-

P2. 

Kamis, 27 

April 2017 

1. Konsultasi judul 

untuk penulisan 

laporan Praktek Kerja 

Nyata tentang PBB-

P2. 

1. Sule dan Elly 

Andriani  selaku 

staf di bidang 

pendataan dan 

pelayanan 

 

2. Mengetahui 

lebih jelas 

tentang judul 

untuk laporan 

Praktek Kerja 

Nyata PBB-

P2. 

 

Jum’at 28 

April 2017 

1. Mencari materi untuk 

kebutuhan laporan 

Praktek Kerja Nyata 

(PKN). 

 

1. Sule selaku staf 

di bidang 

pendataan dan 

pelayanan 

1. Memperoleh 

materi untuk 

kebutuhan 

laporan 

Praktek Kerja 

Nyata (PKN) 

Senin, 01 

Mei 2017 

1. Berpamitan kepada 

seluruh staf di Badan 

Pendapatan Daerah 

1. Seluruh staf 

Bapenda 

Kabupaten 

1. Memperoleh 

banyak 

manfaat dan 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

3.3.1.Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data 

kuantitatif.  Data  kuantitatif  adalah  data  informasi  yang  berupa  simbol  angka  atau 

bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT), Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), Lembar Hasil 

Pemeriksaan (LHP), Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta data 

NPWPD dalam setahun yang dinyatankan dalam bentuk numerical serta diolah secara 

elektronik. 

 

3.3.2. Sumber Data 

Data  yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan 

Daerah melalui wawancara dan diskusi terkait dengan administrasi perpajakan, 

khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, 

dan lain-lain. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanakan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi  pustaka  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  buku, 

internet, observasi sebelumnya, dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

Praktek Kerja Nyata. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap 

muka dan tanya jawab jawab langsung antara pengumpul data (penulis) 

terhadap  narasumber  atau  sumber  data  yaitu  staf  Badan  Pendapatan  Daerah 

Kabupaten Jember. 

c. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja,  dilakukan  melalui  pengamatan  dan  pencatatan  terhadap  gejala  yang 

terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-

data Wajib Pajak  yang terkait dengan pengajuan Objek  Baru Pajak  Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
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BAB.5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan  hasil  informasi  yang  di  dapatkan  selama  proses  terlaksananya  kegiatan 

Praktek  Kerja  Nyata  (PKN)  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Jember,  penulis 

mendapatkan  data-data  yang  dibutuhkan  dan  pengetahuan  serta  pengalaman  mengenai 

Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nilai Objek Pajak Baru Atas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Prosedur  pendaftaran  objek  pajak  baru  atas  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan 

perkotaan  pada  kabupaten  Jember  sudah  sesuai  dengan  Ketentuan  Umum  Perpajakan 

yaitu wajib pajak mengajukan Surat Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak Baru kepada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Bidang Pelayanan dengan 

melampirkan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan.  Berkas-berkas  yang  telah  lengkap 

akan dialihkan ke Bidang Pendataan, pada Bidang ini semua data akan di periksa ulang 

apakah  data  fisik  dengan  lapangan  sama.  Kemudian  dilakukan  pemeriksaan  lapangan 

dan diterbitkan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP kemudian dilimpahkan kepada 

Operator Consult (OC), OC akan menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP). Lalu semua 

berkas tersebut dilimpahkan ke Bidang Penetapan untuk ditetapkan sebagai objek pajak 

setelah  itu  dilakukan  Verifikasi  terhadap  data  tersebut  Jika  sudah  benar  maka  akan 

diterbitkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT). SPPT  akan  dialihkan  ke 

Bidang Pelayanan dan diserahkan kepada Wajib Pajak. 

b. Penetapan Nilai Objek Baru atas PBB-P2 pada Kabupaten Jember Sudah sesuai dengan 
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5.2 Saran 

 Dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Wajib Pajak dalam melayani 

dan menangani Wajib Pajak. Memberikan penjelasan dengan dan pengertian dengan sopan 

dan dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya dapat dimengerti oleh Wajib Pajak yang 

sedang mengalami kesulitan dengan Prosedur atau Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru 

dan lainnya. Serta harus lebih teliti dan konsisten dalam jangka waktu yang telah dijanjikan 

kepada  Wajib  Pajak  agar  Wajib  Pajak  nyaman  dalam  melakukan  perpajakan  dan  tidak 

mengecewakan Wajib Pajak. 
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